BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 70 7alli 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan

birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sopp_eng:
maka perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. bahwa Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Soppeng yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Soppeng sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah serta perkembangan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

égg,g)'l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1314);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor

125);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Soppeng.

5. Dinas yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi
dan Informatika.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
PPID.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, F_'ejab'at Pengawas dan
Pejabat Fungsional Pejabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 107 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisagi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng (Berita
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 107), tetap malaksanakan tugas

dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati
ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 _
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupatl Soppeng Nomor.
107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupatgn Soppeng
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 107), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku setelah pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan

Bupati ini.
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 pesember 2021
BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 17 Desenmber 2021

SEKRETA

DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

BERITA AERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 70



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR ¢ '._. 7219

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak sesuai lagi
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta
efisiensi dan efektivitas kelembagaan sehingga Peraturan
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah
dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sopeng Nomor 99).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Jull 2. +¢

BUPATI SOPPENG,

_—— S S

A. KASWADI RAZAK
Diundangkan di Watansoppeng

pada tanggal 19 Juli 2219

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/SOPPENG,

AT

EMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.06.084.19,




Menimbang

Mengingat

Al
BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5234);
Undang-UndangNomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9);
Undaqg—undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



(1)

(2)

(1)

(2)

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

i.
-

Paragraf 19
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 26

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang Kepemudaan dan Olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan
dan Olahraga;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Kepemudaan dan Olahraga;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang

Kepemudaan dan Olahraga; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

a.

-
tugas dan fungsinya.
Paragraf 20
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 27

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d angka 20, mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber
Daya Mineral;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya

Mineral;

d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya

Mineral; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.
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Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 91);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor S3);

e. Peraturan Daerah Kaupaten Soppeng Nomor S Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng.

Dibentuk di Watansoppeng
pada tanggal, 24 November 2016

BUPATI SOPPENG,

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal, 25 November 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B. HK. HAM. 5. 196.16 TAHUN 2016



